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Ruko Pemkab Jembrana
Dijadikan Tempat Kos

Disewakan Rp 5.000
PerHari

. NUSAAALTIE DIWANGKARA
BUKo dekat areal Parkir Manuver perabuhan Girimarruk, Kecamatan M;tt;,
be_ralih fungsi jadi tempat kos. :

. Sejumlah penghuni
mengaku secara

legal menempati ruko
dengan membayar

sewa kepada
pegawai Kelurahan.

Gilimanuk.

NEGAM,NusaBali

... [ungpirumah toko (ruko) mi-
lik Pemkab Jembana di dekdt ar-
eal parkir manuver pelabuhan
Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk,
Kecamatan Melaya, fembrana,
orsatahgunakan. Bukannya untuk
berjuala& malah ruko tersbbut diia-
dikan tempat kos untuk pendudlk
pendatang (duktang). Merel€ dike-
nakan_harga sewa Rp 150 ribu per
bulan. Jika tak mampu bayaa culiup

sewa Rp 5 ribu per ha4i.

. _. 
Informasi di lapangan, ruko yang

dibangun di era kepemimpinan nul
patilembrana I GedeWinasa itu su-
dah lama tidak aktif Sejbk dibangun
pada tahun 2000-an, duluhan riko
ini sempatdiisi para p6dagangoleh-
o_leh li*ras Bali dariwarga setempat
Namun tak berselang lama, para
pedagang meninggalkan ruko ini
karena dinilai tak st-ebgis. Setelah

' cukup lama kosong beberapa ruko
leJ+ ditruni sejumtah duktahg mu-
lai dari kalangan buruh banfrnaq
pedagang, hingga cewek tafe ai
seputaran Gilimanuk

Sejumlah penghuni mengaku.
secara legal menempati ruko terse_
but dengan membayar sewa ke-
pada pegawai Kelurahan Gilimanuk
'lBryarnta per butan Rp 1.50.000
di luar listrik dan air, Hiasanva ada
petugas dari kelurahan yaig me-

PulCu!," qndop salah saru peng-
huni ruko, Rianti, ++, Senin (f 9/10).
Janda asal Madur4 Jawa fimir ini,
mengaku sudah hampir setahun
n gkosdi rukotersebuf Menempati
ruko cu}up dengan melapor kephda
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pihak kelurahan dqngan menyerah-
kan KIP dan mebayar Rp 150.000
untuk sewa bulan pertama"

"Tiap bulan pegawainYa bi-
asanya datang menagih. Kalau
tidak punya uang bisa disewa RP

5.000 setiap hari. UangnYa Ya kat-
anya disetorkan ke kelurahani ' ujar
pehghuni ruko Yang juga sebagai
bedaeang kelontong ini. Secara
hnci,"mei6ta menga[u tidak tahq
ada berapa ruko yang disediakan.
Namun dari puluhan ruko terse'l
bu! sebagian besarnya telah terisi'
"Kalau tidak salah ada enam Yang
masih kosong. Gonta-ganti peng-i '

ghuninya. Kebanyakan memang
dipakai tempattinggal," ujar Dodok
penghuni lainnya.

Lurah Gilimanuk, I Gede
Ngurah Widiada, mengakui jika
sejumlah ruko telah ditemPati
sejumlah duktang, Para duk-
tang itu merupakan Pedagang di
sepitaran ruko. MenurutnYa, ada
30 ruko yang disediakan, keban-
yakan milik pribadi. "Mungkin
hanya sekitar 7 ruko saja Yang
ditempati. BanYak Yang tidak

mau, karena memangkatanya sepi
kalau berdagang di sa'na," ungkap
Widiada.

Mengenai pungutan RP
150.000 perbulan bagi Penghuni,
ia mengaku tidaktahu secara Pas-
ti. Pengelolaan ruko tersebut, su-
dah ada surat kuasa dari Pemkab
Jembrana kepada kelurahan. "TaPi

setahu saya, tidak ada.Pungutan
begitu. Mungkin kalau sekedar
untuk kebersihan memang ada.
Coba saya akan cek lagi ke staf.
Yang jelas secara restni, kamitidak
ada meminta pungutan," ujarnYa.

Ketua DPRD Jembrana I Ketut
Sugiasa, mengatakan keliru jika
ruko itu digunakan untuk tempat
kos. Apalagi sampai ada pen-
gakuan pungutan sebesar RP
1 50.000 per bulan yang dipastikan
tidak masuk ke Kas Daerah. Sug-
iasa perintahkan Lurah Gilimanuk
agar melakukan pengecekan dan
merapikan areal ruko tersebut.
"Kalau untuk jualan ya silakan,
karena sesuai, Tapi kalau digu-
nakan tempat kos, sudah salah
bedar," katahya. 6 od
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masalah, Penambahan angga-
ran itu sudah menjadi kesePa-
katan eksekutif dan legislatif.
Mengenai tambahan itu, ada
usulin dan aspirasi dewan. Se-

hingga akhirnYa ada tambahan
dana lasi RP 37 miliar.

"xarii tidak ada bermain.
Karena angka inilah Yang
sudah diteken dalam raPat
paripurna. Kami mengako-
modir aspirasi dewan," kata
Suambara.

Untuk membuktikan omon-
gannya, Suambara bersedia
membuka dokumen raPat
pembahasan lengkaP KUA-
PPAS yang dilakukan eksekutif
bersama legislatif. "Ada kok
dokumennya," tandasnya.

Secara terpisah Kabag Hu-
mas dan Protokol Pemkab

Badung sebagai iuru bicara
peniabat bupati, M Gede Raka
Vuda menambahkan, bahwa
KUA dan PPAS merulPakan
rangkaian dokumen Penyu-
sunan RAPBD Yang $ecara
substansi menjadi kbmPe-
tensi dan kewenangan TAPD'
"Pak Suambara yang hadir
memenuhi undangan Komisi
lll ini sebelumnya telah men-
dapatkan petunjuk dan ara-
han dari Penjabat BuPati agar
tidak memberikan penjelasan
tentang KUA dan PPAS dan
RAPBD karena itu menjadi
kompetensi TAPD. Penjabat
Bupati menekankan bahwa
pak Suambara hanya boleh
menjelaskan kegiatan yang ada
pada instansinya," kata Raka
Yuda.6 as


